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Abstrak 

Birokrasi  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  di  masyarakat.  Sebagai  instrumen
pemerintahan,  birokrasi  bertanggung  jawab  dalam  merancang,  menerapkan,  dan  mengawasi  kebijakan  yang
berorientasi  pada keadilan sosial.  Melalui  proses  administratif  yang baik,  birokrasi  dapat  memastikan distribusi
sumber daya yang adil, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Namun, tantangan
dalam birokrasi, seperti korupsi dan inefisiensi, seringkali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Oleh
karena itu, reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi hal
yang  esensial  untuk  memastikan  birokrasi  dapat  menjalankan  perannya  secara  optimal  dalam  mendukung
terciptanya keadilan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Birokrasi, keadilan sosial, kebijakan publik, distribusi sumber daya, reformasi birokrasi, transparansi, 
akuntabilitas.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Birokrasi memainkan peran sentral dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam
konteks  keadilan sosial,  birokrasi  memegang  tanggung  jawab besar  untuk  memastikan  bahwa
sumber  daya,  pelayanan,  dan  kebijakan  pemerintah  didistribusikan  secara  merata  dan  adil  di
seluruh  lapisan  masyarakat.  Keadilan  sosial  sendiri  merujuk  pada distribusi  sumber  daya  dan
kesempatan yang adil bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau
politik. Birokrasi sebagai sistem administrasi negara harus mampu menjadi instrumen yang efektif
dalam mencapai tujuan ini.

Birokrasi di  negara modern sering kali dikaitkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang
menjalankan berbagai fungsi pemerintahan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan keadilan sosial,
birokrasi  memiliki  tiga fungsi  utama:  penyediaan layanan publik,  implementasi  kebijakan,  dan
regulasi.  Penyediaan layanan publik  mencakup berbagai  sektor,  seperti  pendidikan,  kesehatan,
transportasi, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, birokrasi bertindak sebagai penyedia utama
yang  harus  memastikan  bahwa  layanan-layanan  tersebut  dapat  diakses  oleh  seluruh  lapisan
masyarakat,  khususnya  kelompok  rentan.  Implementasi  kebijakan  mengacu  pada  pelaksanaan
program-program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Birokrasi  bertanggung  jawab  untuk  menjalankan  kebijakan  tersebut  dengan  adil  dan  efisien.
Sedangkan regulasi melibatkan pengawasan dan pengaturan berbagai sektor ekonomi dan sosial
agar berfungsi sesuai dengan norma-norma keadilan sosial.

Namun,  realitasnya  sering  kali  birokrasi  menghadapi  berbagai  tantangan  yang  menghambat
perannya dalam mewujudkan keadilan sosial. Salah satu tantangan utama adalah adanya praktik
korupsi  dalam  birokrasi.  Korupsi  tidak  hanya  menghambat  penyediaan  layanan  publik  yang
berkualitas, tetapi juga memperburuk ketidakadilan sosial. Korupsi dalam birokrasi menyebabkan
alokasi  sumber  daya  menjadi  tidak  merata,  sehingga  hanya  menguntungkan  sebagian  kecil
masyarakat,  terutama  mereka  yang  memiliki  akses  dan  kekuatan  politik.  Hal  ini  berdampak
langsung pada meningkatnya ketimpangan sosial  dan ekonomi di  masyarakat.  Oleh karena itu,
pemberantasan  korupsi  dan  reformasi  birokrasi  menjadi  salah  satu  upaya  penting  dalam
mewujudkan keadilan sosial.

Selain itu, efisiensi birokrasi juga menjadi faktor penentu dalam proses pencapaian keadilan sosial.
Birokrasi yang lambat dan tidak responsif sering kali mengakibatkan pelayanan publik yang buruk.
Hal ini lebih terasa bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan tersebut, seperti
kelompok  miskin,  kaum  disabilitas,  atau  minoritas.  Oleh  karena  itu,  reformasi  birokrasi  yang
bertujuan  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam  pelayanan  publik  menjadi  sangat
penting. Inovasi dalam birokrasi, seperti penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan,
dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik dan meminimalisasi
ketidakadilan yang timbul akibat sistem birokrasi yang lambat dan birokratis.

Di sisi  lain, peran birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM)
yang  terlibat  di  dalamnya.  Birokrasi  yang  profesional  dan  kompeten  sangat  diperlukan  untuk
memastikan  bahwa setiap  kebijakan pemerintah yang  berkaitan  dengan keadilan  sosial  dapat
diterapkan dengan baik.  Pelatihan  dan pendidikan  bagi  para pegawai  negeri  sipil  (PNS)  serta
penegakan etika pelayanan publik merupakan komponen penting dalam membangun birokrasi
yang berintegritas. Selain itu, birokrasi juga perlu memiliki kesadaran tentang pentingnya inklusi
sosial  dan  memahami  konteks  keragaman  di  masyarakat.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa
kebijakan yang diterapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi.
Selanjutnya, birokrasi juga memiliki peran dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam
proses  pengambilan  kebijakan.  Dengan  melibatkan  masyarakat,  terutama  kelompok-kelompok
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yang selama ini  terpinggirkan,  dalam proses perumusan dan implementasi  kebijakan,  birokrasi
dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan
kepentingan  masyarakat  luas.  Partisipasi  masyarakat  dapat  meningkatkan  transparansi  dan
akuntabilitas dalam birokrasi, sehingga meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang dan
memastikan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Selain aspek-aspek internal, birokrasi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan
ekonomi  yang  terjadi  di  masyarakat.  Globalisasi,  urbanisasi,  dan  perkembangan  teknologi
informasi membawa tantangan baru dalam mewujudkan keadilan sosial. Birokrasi dituntut untuk
fleksibel dalam menghadapi perubahan ini dan mampu merespons kebutuhan masyarakat yang
semakin kompleks. Misalnya, dalam era digital, akses terhadap teknologi informasi menjadi salah
satu faktor penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Birokrasi harus berperan aktif dalam
menyediakan infrastruktur teknologi  yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat,  termasuk di
wilayah-wilayah terpencil.

Dalam konteks globalisasi, birokrasi juga harus mampu menghadapi tekanan dari berbagai pihak,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terkait dengan isu-isu keadilan sosial. Misalnya, dalam
perdagangan internasional, birokrasi perlu memainkan peran dalam memastikan bahwa kebijakan
perdagangan yang diadopsi tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu, terutama petani atau
pekerja kecil yang sering kali menjadi korban dari praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Di
sini,  peran  birokrasi  dalam  melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  rentan  menjadi  sangat
penting.

Pada akhirnya, peran birokrasi dalam mewujudkan keadilan sosial sangat tergantung pada sejauh
mana  birokrasi  mampu  menjalankan  fungsinya  secara  efektif,  transparan,  dan  akuntabel.
Reformasi  birokrasi  yang  berkelanjutan,  pemberantasan  korupsi,  peningkatan  kompetensi
pegawai,  dan  keterlibatan  masyarakat  adalah  beberapa  langkah  yang  diperlukan  untuk
memastikan  bahwa  birokrasi  dapat  menjadi  instrumen  yang  efektif  dalam  mencapai  keadilan
sosial di masyarakat.

Metode Penelitian

Metode  penelitian  yang  akan digunakan dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  kualitatif  dengan
menggunakan metode studi  kasus.  Pendekatan kualitatif  dipilih karena penelitian ini bertujuan
untuk  memahami  secara  mendalam  peran  birokrasi  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  di
masyarakat. Studi kasus dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini akan difokuskan pada
kasus  birokrasi  di  suatu  daerah  tertentu  sebagai  representasi.  Pengumpulan  data  dilakukan
melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.

Wawancara  mendalam  akan  dilakukan  kepada  sejumlah  informan  yang  dianggap  memiliki
pemahaman komprehensif mengenai peran birokrasi dalam konteks keadilan sosial, seperti pejabat
birokrasi,  akademisi,  dan  perwakilan  masyarakat.  Teknik  wawancara  ini  dirancang  untuk
menggali pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi birokrasi dalam menjalankan
fungsinya terkait  keadilan sosial.  Observasi akan dilakukan untuk melihat bagaimana birokrasi
bekerja secara langsung di lapangan, terutama dalam pelayanan publik. 

Selain itu, dokumen-dokumen terkait kebijakan dan regulasi yang dihasilkan oleh birokrasi akan
dianalisis untuk memahami bagaimana kerangka legal dan administratif berkontribusi terhadap
upaya  mewujudkan  keadilan  sosial.  Analisis  data  dilakukan dengan menggunakan pendekatan
tematik, di mana data-data yang terkumpul akan dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu yang
relevan dengan fokus penelitian.
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PEMBAHASAN

Komunitas  memiliki  peran  penting  dalam  perkembangan  keterlibatan  politik,  terutama di  era
Birokrasi  adalah salah satu komponen penting dalam tata kelola  pemerintahan yang memiliki
peran  signifikan  dalam  mewujudkan  keadilan  sosial  di  masyarakat.  Keadilan  sosial,  yang
mencakup pemerataan hak dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, sering kali menjadi
tujuan utama dalam berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, untuk
mencapai tujuan ini,  diperlukan birokrasi yang berfungsi secara efektif,  efisien, dan transparan
dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  untuk
menjalankan keputusan-keputusan politik dan administrasi, birokrasi memegang peranan kunci
dalam memastikan bahwa keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga realitas yang
dirasakan oleh masyarakat luas.

Peran birokrasi dalam mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari
pembuatan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintah, hingga dalam hal pemberian
pelayanan publik.  Secara fundamental,  birokrasi  bertindak sebagai  jembatan antara kebijakan
yang dibuat  oleh  para pembuat  keputusan  politik  dan  pelaksanaannya di  tingkat  masyarakat.
Kebijakan yang dibuat, sebaik apapun itu, tidak akan efektif tanpa adanya birokrasi yang mampu
mengeksekusi  dan  mengimplementasikannya  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  birokrasi  memiliki
peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan
sosial dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya.

Salah satu peran utama birokrasi  dalam mewujudkan keadilan sosial  adalah melalui  distribusi
sumber daya secara adil dan merata. Di banyak negara, khususnya negara berkembang, terdapat
ketimpangan distribusi sumber daya yang dapat memperlebar kesenjangan sosial. Misalnya, akses
terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya sering kali lebih mudah
diperoleh oleh kelompok masyarakat yang berada di daerah perkotaan atau kelompok masyarakat
yang  lebih  mampu  secara  ekonomi.  Dalam  konteks  ini,  birokrasi  bertanggung  jawab  untuk
memastikan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat,  termasuk  kelompok  yang  terpinggirkan  atau
kurang beruntung, mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya tersebut. Pelaksanaan
kebijakan redistributif,  seperti  program bantuan sosial,  subsidi,  dan jaminan sosial,  merupakan
contoh konkret dari bagaimana birokrasi dapat memainkan perannya dalam upaya mewujudkan
keadilan sosial.

Selain itu, birokrasi juga berperan dalam menciptakan kerangka regulasi yang adil. Regulasi yang
dihasilkan oleh birokrasi  tidak hanya harus  mematuhi  norma-norma hukum,  tetapi  juga harus
memperhatikan  prinsip  keadilan  sosial.  Misalnya,  dalam  regulasi  terkait  ketenagakerjaan,
birokrasi harus memastikan bahwa pekerja dilindungi dari eksploitasi, mendapatkan upah yang
layak,  serta  bekerja  dalam  kondisi  yang  aman  dan  sehat.  Selain  itu,  birokrasi  juga  harus
memastikan bahwa regulasi tersebut diterapkan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
atau status sosial lainnya. Dengan menciptakan regulasi yang adil dan mengimplementasikannya
dengan  konsisten,  birokrasi  dapat  membantu  mencegah  terjadinya  ketimpangan  sosial  dan
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua anggota masyarakat.

Namun,  dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan keadilan sosial,  birokrasi  sering kali
menghadapi  berbagai  tantangan.  Salah  satu  tantangan  terbesar  adalah  masalah  korupsi.  Di
banyak negara, birokrasi sering kali dikaitkan dengan praktik-praktik korupsi yang menghambat
pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  pro-keadilan  sosial.  Korupsi  dalam  birokrasi  dapat
mengakibatkan penyelewengan dana publik,  penyalahgunaan wewenang, dan distribusi sumber
daya  yang  tidak  adil.  Akibatnya,  masyarakat  yang  seharusnya  mendapatkan  manfaat  dari
program-program  pemerintah  justru  dirugikan,  sementara  segelintir  pihak  mendapatkan
keuntungan  dari  praktik-praktik  korupsi  tersebut.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan
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reformasi  birokrasi  yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas  dan transparansi  dalam
setiap aspek pelayanan publik.  Reformasi  birokrasi  yang efektif  dapat membantu memberantas
praktik-praktik  korupsi  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  institusi-institusi
pemerintahan.

Tantangan lain yang dihadapi  oleh birokrasi  dalam upaya mewujudkan keadilan sosial  adalah
masalah inefisiensi dan birokratisme yang berlebihan. Banyak birokrasi yang masih terjebak dalam
prosedur-prosedur yang berbelit-belit dan lambat, sehingga menghambat implementasi kebijakan
yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses yang panjang dan rumit
dalam mendapatkan akses  terhadap layanan publik,  misalnya,  dapat mengakibatkan kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan justru kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang mereka
perlukan.  Oleh  karena  itu,  birokrasi  perlu  melakukan  reformasi  dalam  hal  penyederhanaan
prosedur,  pemanfaatan teknologi  informasi,  serta peningkatan kapasitas  sumber daya manusia
agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat,  efisien,  dan responsif  terhadap kebutuhan
masyarakat.

Peran birokrasi dalam mewujudkan keadilan sosial juga sangat bergantung pada kemampuannya
untuk  menjaga  netralitas  dan  tidak  memihak  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya.  Di  banyak
negara, birokrasi sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, yang pada akhirnya
dapat  merusak  upaya  untuk  menciptakan keadilan  sosial.  Misalnya,  birokrasi  yang  dipolitisasi
cenderung memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok-kelompok yang memiliki hubungan
dekat  dengan  kekuasaan,  sementara  mengabaikan  kelompok-kelompok  yang  kurang  memiliki
pengaruh politik. Dalam konteks ini, penting bagi birokrasi untuk menjaga independensinya dan
fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani masyarakat secara adil dan tidak memihak. Dengan
menjaga  netralitasnya,  birokrasi  dapat  memastikan  bahwa  setiap  warga  negara  diperlakukan
dengan setara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya, birokrasi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial tidak hanya berarti memberikan hak yang
sama kepada setiap individu, tetapi juga mencakup partisipasi yang adil dalam proses politik dan
pengambilan keputusan. Dalam hal ini, birokrasi dapat berperan sebagai fasilitator yang membuka
ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  perumusan  kebijakan-kebijakan  publik.  Melalui
mekanisme seperti konsultasi publik, hearing, atau musyawarah, birokrasi dapat mendengarkan
aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat,  terutama  kelompok-kelompok  yang  selama  ini  kurang
mendapatkan perhatian. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan
keputusan,  birokrasi  dapat  memastikan  bahwa  kebijakan  yang  dihasilkan  benar-benar  sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingan semua lapisan masyarakat.

Selain  itu,  penting  juga  bagi  birokrasi  untuk  bersikap  adaptif  terhadap  perubahan  sosial  dan
dinamika  global.  Di  era  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  yang  pesat,  masyarakat
menghadapi tantangan-tantangan baru yang kompleks. Masalah ketimpangan sosial, perubahan
iklim,  urbanisasi,  dan  perkembangan  teknologi  digital  adalah  beberapa  isu  yang  memerlukan
respons  yang  cepat  dan  tepat  dari  birokrasi.  Dalam  menghadapi  tantangan-tantangan  ini,
birokrasi  harus  mampu  beradaptasi  dengan  cara  mengembangkan  kebijakan-kebijakan  yang
inovatif  dan  responsif  terhadap  perubahan  zaman.  Misalnya,  dalam menghadapi  ketimpangan
digital  yang  semakin  besar  antara  masyarakat  perkotaan  dan  pedesaan,  birokrasi  perlu
mengembangkan program-program yang dapat memastikan bahwa semua warga negara memiliki
akses yang sama terhadap teknologi dan informasi. Dengan bersikap adaptif, birokrasi dapat lebih
efektif dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah dinamika sosial yang terus berubah.

Untuk  itu,  peran  kepemimpinan  di  dalam  birokrasi  juga  sangat  penting  dalam  mewujudkan
keadilan  sosial.  Pemimpin  birokrasi  yang  memiliki  komitmen  kuat  terhadap  prinsip-prinsip
keadilan  sosial  akan  mendorong  bawahannya  untuk  bekerja  dengan  lebih  fokus  pada  tujuan
tersebut. Kepemimpinan yang visioner dan integritas yang tinggi dapat menjadi motor penggerak
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reformasi  birokrasi  dan memperkuat budaya kerja yang proaktif,  transparan, dan bertanggung
jawab. Di sisi lain, pemimpin yang tidak memiliki komitmen terhadap keadilan sosial atau terlibat
dalam praktik-praktik korupsi dapat merusak fungsi birokrasi sebagai instrumen keadilan sosial.

Mewujudkan  keadilan  sosial  bukanlah  tugas  yang  mudah,  dan  birokrasi  memiliki  peran  yang
sangat penting dalam mencapainya. Namun, peran birokrasi ini tidak bisa berjalan secara optimal
tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta. Kolaborasi
antara pemerintah,  masyarakat sipil,  dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk menciptakan
sistem birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Melalui kerja
sama  yang  baik  antara  berbagai  pihak,  birokrasi  dapat  menjadi  instrumen  yang  kuat  dalam
menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi semua.

Kesimpulan

Birokrasi memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat dengan
berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan publik dan implementasinya. Birokrasi memiliki
tanggung jawab dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil,  menciptakan regulasi
yang adil, dan memberikan pelayanan publik yang efisien. Namun, birokrasi juga menghadapi
tantangan  seperti  korupsi,  inefisiensi,  serta  birokratisme  yang  berlebihan,  yang  dapat
menghambat  pencapaian  keadilan  sosial.  Untuk itu,  reformasi  birokrasi  yang  menekankan
pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan netralitas sangat diperlukan. Selain itu, penting
bagi  birokrasi  untuk  melibatkan partisipasi  masyarakat  dan  beradaptasi  dengan perubahan
sosial  yang dinamis.  Dengan kepemimpinan yang baik dan dukungan dari  berbagai pihak,
birokrasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai masyarakat yang lebih adil
dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution,  I.,  &  Siregar,  T.  (2011).  Peranan Badan Diklat  Provinsi  Sumatera Utara  Dalam Meningkatkan
Kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara  (Doctoral  dissertation,
Universitas Medan Area).

Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ritonga, S. (2007). Komunikasi Tatap Muka Front Office di Hotel Emerald Garden Medan.
Mardiana,  S.,  &  Hartono,  B.  (2022).  Efektivitas  Kearsipan  dalam  Pelayanan  Administrasi  Bagian  Tata

Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Hasibuan,  E.  J.,  &  Barus,  R.  K.  (2014).  Pola  Komunikasi  Pasangan  Pernikahan  Dini  di  Desa  Kelambir

Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
Kadir, A., & Nasution, I. (2014). Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.
Barus, R. K. I. B. (2008). Aktivitas Komunikasi dan Kap Analisis Terhadap Pelaksanaan Program PHBS Oleh TP

PKK Tebing Tinggi.
Harahap,  B.,  &  Tarigan,  U.  (2008).  Implementasi  Kebijakan  Keppres  Nomor  80  Tahun  2003  Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berupa Komputer pada Biro Perlengkapan Setda Provsu.
Harahap,  M.  Y.,  &  Ritonga,  S.  (2008).  Pengaruh  Kepemimpinan  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Kerja

Pegawai di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.
Siregar, N. S. S., & Hasibuan, E. J. (2006). Komunikasi Tatap Muka Non Formal dan Produktivitas Kerja (Suatu

Deskriptif  Tentang Pengaruh Komunikasi  Tatap Muka Non Formal  Antar  Pimpinan dan Bawahan
dalam  Peningkatan Produktivitas  Kerja  pada  Dinas  Perikanan  dan Kelautan  Kabupaten  Langkat)
(Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

6



Hasibuan, E. J., & Tansil, I. S. (2012). Modul Praktikum Audio Visual.
Tarigan,  U.,  &  Fahmi,  I.  (2014).  Standar  Pelayanan  dalam  Pengurusan  Surat-Surat  Kependudukan  di

Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
Hendra, Y., & Jamil, B. (2011). Studi Korelasional Tentang Keberadaan Labelisasi Produk Halal yang Terdapat

pada Bungkus Chiken Nugget Terhadap Minat Beli  Masyarakat di  Desa Bandar Klippa Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Lubis, M. S. (2003). Sistem Pelayanan Publik Dalam Konteks Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara.

Gulo, Y. T. M., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan
Sumberdaya  Manusia  Anak  Putus  Sekolah  di  Kampung  Nelayan.  Publikauma:  Jurnal  Administrasi
Publik Universitas Medan Area, 9(2), 1-8.

Barus, R. K. I. (2008). Literasi Media Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja.
Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa

Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.
Kadir,  A.,  & Lubis,  A.  A.  (2014).  Pemilihan Kepala  Desa  Di  Ujung  Serdang Kecamatan  Tanjung  Morawa

Kabupaten Deli  Serdang  Berdasarkan Undang-Undang No.  32  Tahun  2004 (Doctoral  dissertation,
Universitas Medan Area).

Nasution,  I.,  &  Muda,  I.  (2014).  Pelayanan  Badan  Narkotika  Nasional  Kabupaten  Aceh  Selatan  dalam
Memberdayakan Masyarakat untuk Menanggulangi Narkoba di  Usia Remaja (Penelitian di  Kantor
BNNK Aceh Selatan).

Mardiana,  S.,  &  Lubis,  M.  S.  (2024).  Analisa  Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Studi DPW Partai
Perindo Sumut).

Tarigan,  U.,  & Hasibuan,  M.  A.  (2013).  Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi  Kerja di
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Kusmanto, H., & Nasution, I. (2001). Manfaat Pengorganisasian dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai
Kantor Camat Kecamatan Tanjung Pura.

Nasution,  I.,  &  Masitho,  B.  (2014).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Sumber  Daya  Aparatur  Satuan  Polisi
Pamong Praja Di Kota Binjai.

Lubis, Y. A.,  Bara, B.,  & Masitho, B. (2020). Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi
Tentang  Pengurusan  KTP  Elektronik  di  Kecamatan  Sei  Lepan  Kabupaten  Langkat)  (Doctoral
dissertation, Universitas Medan Area).

Lubis, M. S. (2002). Membingkai Kembali Otonomi Lokal.
Rangkuti, M. R., & Tarigan, U. (2007). Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004

tentang Pedoman Pengeloalaan Barang Daerah di Kota Medan.
Hidayat, T. W. (2007). Reformasi Sistem Pendidikan Nasional.
Nasution,  A.,  &  Nasution,  I.  (2017).  Kualitas  Promosi  Jabatan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  di

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
Nasution,  I.,  &  Hasibuan,  M.  A.  (2013).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pemerintah  Dalam  Pelaksanaan

Program Raskin di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues (Doctoral dissertation, Universitas
Medan Area).

Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.

Lubis, M. S.  (2019). The Importance of Technology Integration and a Sense of Humanity Supporting Good
Governance.

Nasution,  I.  (2019).  Persepsi  Publik  Tentang  Destinasi  Pariwisata  Danau  Toba  Sebagai  Global  Geopark
Kaldera UNESCO. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 7(2), 88-102.

Hasibuan, M. A., & Lubis, A. A. (2015). Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya
dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Matondang,  A.  (2007).  Pengaruh  Kolom  Tajuk  Rencana  pada  Surat  Kabar  Harian  Waspada  Terhadap
Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area.

Rahmadani, A., Nasution, I., & Nasution, T. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sebagai Upaya
Peningkatan Kerja Pada Polda Sumatera Utara. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas
Medan Area, 1(1), 1-5.

Harahap,  M.  Y.,  &  Ritonga,  S.  (2007).  Tinjauan  Tata Laksana Administrasi  dan  Pelayanannya  Terhadap
Masyarakat pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Lubis, Y. A.,  Bara, B.,  & Masitho, B. (2020). Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi
Tentang  Pengurusan  KTP  Elektronik  di  Kecamatan  Sei  Lepan  Kabupaten  Langkat)  (Doctoral
dissertation, Universitas Medan Area).

7



Lubis, M. S. (2001). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang.

Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). Peranan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi dalam Rangka Aktivitas
Kerja pada Badan Pengawasan Daerah Sumatera Utara.

Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat
Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara.

Tarigan, U. (2010). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Binjai (Studi pada
SMPN 6 dan SMPN 7).

Nasution, I., & Hasibuan, A. (2012). Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan
di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Lubis,  M.  R.,  &  Supriyantini,  S.  (2009).  Hubungan  Antara  Persepsi  Terhadap  Gaya  Kepemimpinan
Transformasional  dan  Komunikasi  Interpersonal  dengan  Komitmen  Terhadap  Organisasi  pada
Pengurus Wilayah Partai Matahari Bangsa Sumatera Utara.

Nasution,  I.  (2013).  Pengaruh  Ilmu  dan  Teknologi  dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja  Pegawai  di
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Tarigan, U. (1994). Komunikasi Tatap Muka dan Partisipasi Pembangunan (Suatu Study Deskriptif Analisis
Tentang  Peranan  Komunikasi  Tatap  Muka  Aparat  Pemerintahan  Kelurahen  Terhadap  Partisipasi
Masyarakat  Dibidang  Kebersihan  lingkungan  di  Kelurahan  Sei  Kera  Hilir  Kecamatan  Medan
Perjuangan Kotamadya Dati II Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

8


	PENDAHULUAN
	Latar Belakang
	Metode Penelitian
	PEMBAHASAN
	Kesimpulan
	Nasution, I., & Siregar, T. (2011). Peranan Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
	Ritonga, S. (2007). Komunikasi Tatap Muka Front Office di Hotel Emerald Garden Medan.
	Mardiana, S., & Hartono, B. (2022). Efektivitas Kearsipan dalam Pelayanan Administrasi Bagian Tata Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
	Hasibuan, E. J., & Barus, R. K. (2014). Pola Komunikasi Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kelambir Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
	Kadir, A., & Nasution, I. (2014). Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.
	Barus, R. K. I. B. (2008). Aktivitas Komunikasi dan Kap Analisis Terhadap Pelaksanaan Program PHBS Oleh TP PKK Tebing Tinggi.
	Harahap, B., & Tarigan, U. (2008). Implementasi Kebijakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berupa Komputer pada Biro Perlengkapan Setda Provsu.
	Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2008). Pengaruh Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai.
	Siregar, N. S. S., & Hasibuan, E. J. (2006). Komunikasi Tatap Muka Non Formal dan Produktivitas Kerja (Suatu Deskriptif Tentang Pengaruh Komunikasi Tatap Muka Non Formal Antar Pimpinan dan Bawahan dalam Peningkatan Produktivitas Kerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Hasibuan, E. J., & Tansil, I. S. (2012). Modul Praktikum Audio Visual.
	Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
	Hendra, Y., & Jamil, B. (2011). Studi Korelasional Tentang Keberadaan Labelisasi Produk Halal yang Terdapat pada Bungkus Chiken Nugget Terhadap Minat Beli Masyarakat di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
	Lubis, M. S. (2003). Sistem Pelayanan Publik Dalam Konteks Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Utara.
	Gulo, Y. T. M., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Strategi Pemerintah Kelurahan Dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Anak Putus Sekolah di Kampung Nelayan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 9(2), 1-8.
	Barus, R. K. I. (2008). Literasi Media Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja.
	Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang.
	Kadir, A., & Lubis, A. A. (2014). Pemilihan Kepala Desa Di Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Nasution, I., & Muda, I. (2014). Pelayanan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Menanggulangi Narkoba di Usia Remaja (Penelitian di Kantor BNNK Aceh Selatan).
	Mardiana, S., & Lubis, M. S. (2024). Analisa Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Studi DPW Partai Perindo Sumut).
	Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Kusmanto, H., & Nasution, I. (2001). Manfaat Pengorganisasian dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Kantor Camat Kecamatan Tanjung Pura.
	Nasution, I., & Masitho, B. (2014). Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Binjai.
	Lubis, Y. A., Bara, B., & Masitho, B. (2020). Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengurusan KTP Elektronik di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Lubis, M. S. (2002). Membingkai Kembali Otonomi Lokal.
	Rangkuti, M. R., & Tarigan, U. (2007). Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengeloalaan Barang Daerah di Kota Medan.
	Hidayat, T. W. (2007). Reformasi Sistem Pendidikan Nasional.
	Nasution, A., & Nasution, I. (2017). Kualitas Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.
	Nasution, I., & Hasibuan, M. A. (2013). Persepsi Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.
	Lubis, M. S. (2019). The Importance of Technology Integration and a Sense of Humanity Supporting Good Governance.
	Nasution, I. (2019). Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 7(2), 88-102.
	Hasibuan, M. A., & Lubis, A. A. (2015). Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Matondang, A. (2007). Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area.
	Rahmadani, A., Nasution, I., & Nasution, T. (2013). Pengaruh Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sebagai Upaya Peningkatan Kerja Pada Polda Sumatera Utara. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1(1), 1-5.
	Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). Tinjauan Tata Laksana Administrasi dan Pelayanannya Terhadap Masyarakat pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
	Lubis, Y. A., Bara, B., & Masitho, B. (2020). Peranan Aparatur Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengurusan KTP Elektronik di Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Lubis, M. S. (2001). Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
	Harahap, M. Y., & Ritonga, S. (2007). Peranan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi dalam Rangka Aktivitas Kerja pada Badan Pengawasan Daerah Sumatera Utara.
	Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara.
	Tarigan, U. (2010). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Binjai (Studi pada SMPN 6 dan SMPN 7).
	Nasution, I., & Hasibuan, A. (2012). Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
	Lubis, M. R., & Supriyantini, S. (2009). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Interpersonal dengan Komitmen Terhadap Organisasi pada Pengurus Wilayah Partai Matahari Bangsa Sumatera Utara.
	Nasution, I. (2013). Pengaruh Ilmu dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
	Tarigan, U. (1994). Komunikasi Tatap Muka dan Partisipasi Pembangunan (Suatu Study Deskriptif Analisis Tentang Peranan Komunikasi Tatap Muka Aparat Pemerintahan Kelurahen Terhadap Partisipasi Masyarakat Dibidang Kebersihan lingkungan di Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kotamadya Dati II Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).


